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Mengingat

Dircksi Peruln LKBN ANTARA.

a. bahwa dalam era digital daD tingginya arus informasi, diperlukan
mekanisme pengujian mutu yang terstandar untuk menjamin akurasi,
relevaosi, dan keteraodalan informasi;

b. bahwa informasi yang tidak ralid atau tidak alurat dapat berdampak neeatif
terhadap pengambilan keputusan pemsahaan dan mempengaxuhi pencapaian
tLrjuan stategis;

c. bahwa Bma meningkatkan elisiensi dan keefektifan dalam pengelolaan
infomasi, perusahaan perlu menerapkar pedoman pengelolaan layalar
informasi publik yang sistematis dan tentrutrrtur;

d. bahwa sehubungan dengan itu perlu dikelua*an Pemtu]an Direksi Perum
LKBN ANTARA sebagai alasar pelaksanaannya.

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan lnfomasi
Publik

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 40 tahun 2007 tanggal 18 Juli 2007 tentang
Perum Lembaga Kantn Berita Nasional ANTARA;

3. Keputusan Meoteri BUMN Nomor: SK-84/MBU1O4/2024 tar.egal 12 Apnl
2024 l€ntat\g Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatar dan
Pengangkatan Anggota Anggota Dircksi Pentm LKBN Antan;

4. K€putusaL Mente Negara BLIMN Republik Indonesia Nomor SK-
2I4B/1BU/07D023 t^rygal28 Juli 2023 tefltaq Pemberhentian, Perubahan
Nomenllatur Jabatan, dan Pengangkatan Afggota-Anggota Di€ksi Penun
LKBN ANTARA;

5. Peratuar Direksi Perum LKBN ANTARA Nomor: PER-001,DIR01.ANT
/1D022 tanegal 12 la,.Iuan 2022 terltal}g Kebijakan Penempan SNI ISO
9001:2015 Sistem Manajomen Mutu di Lingkungan Perum LKBN
ANTARA

6. Peraturan Direksi Perum LKBN ANTARA Nomor: PER-
011/DIR0I.ANT,D02023 tanggal 25 Oktober 2023 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Keda Peftm LKBN ANTARA;
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Monetapkall
PERTAMA

K-EDUA

MEMUTUSKAN:

Peraturan ini dlsusurr rnmk mcngatur pedoman pcngctolaal layanau
nlibrmasi nublik yang digunakan d.rl:rm penganrbilan kepurusan sc(a
nrcm:lslikan bahwa setiap inll)lnrasi yang digunak!n daiarn prosos
operasional. linansial. stralegis. dan tckni5,IemiLiki akurasj. rclevansi. dan
keterandalan yang rcrjemin.
Peraluran ini bcrlaku terhiturg scjak tanggal direrapkan denqan ketenruan
apnbila dikemudian h,ri lcrdapat kekelu-uar akan dilakukan pcmbelUlan
sebaga imana rnestin),a.

Si\LI\AN Kepurusan ini disampaikan kepada:
l. Drreksi I'erum LKBN ANTARA
:. SelLLruh GMiKa.SPlsekretaris PerusahaanrRLDPEL
3. Koordinator Biro dan PSO
4. Scluruh Manaier
5. Sehrruh Kepala Blro

Perum LKBN ANTARA
Direklrr tJlama,

M"'t'r/0Akhmad ,'ta

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 20 Agsutus 2024
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BAB I
PENDAHULUAN

Sesuai dengafi Undang-Unda[g No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaar Inforn1asi Pub]ik, ?erum
LI(BN Antara sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUM]9 be*omitmen untuk
melaksanakan dan mengelola informasi publik sesuai dengan kete hran yang berlaku menurut
peraturan Keterbukaan Infonnasi Publik (KIP). Hal mendorcng Perum LKBN Anta.a mtuk dapat
membedkan pelayanan Infomasi Publik dengan cepat, tepat dan sederhana. Sebagai salah satu
upaya penataan tata kelola perusahaau yanq baik (Good Corporate Go1)emd ce) dalatJi,
mengembangkan bisnis perusahaan, Perum LKBN Antara menetapkan kebiiakan dan perangkat
organisasi seputar Keterbukaan Informasi Publik s€suai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor:
PER - 005,DIR0I.ANT/II/2024 tentang Struktur OBanisasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Perum LKBN Antara.

A. TUJUAN

Tujuan dari pedomar ini adalah untuL memenutj kewajiban Undang Undang No. 14 Tahun
2008 tentang Kete$ukaar Infomasi Publik dan Pemtumn Komisi Infomasi No. t Tahun
20 1 0 tentang Standar Iayanan Infomasi Publik agar dapat diimplementasikan secam efektii
efisieD, transpamn, dan akuntabel di Perum LKBN Antara.

B. RU-{NG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini ncngatur kcbijakan pcrusahaan yang tcrkait dcngar peiayanan
Data dan Infonnasi Publik yarg bcrlaku di lingkungan KoryoratrDivisi,llnil,Riro Dacrxh dar
dapat.iuga diiadikan acuan bagi anal pcrusahaan )rang dilacgorikan scbagal Badan lulrlik
scsuai pcmturari pcmridangan undangan dcnga lingkup scbagai bcrjlLLt:
I. Pcjabal Pengelola Informasi dan Dokumentasr (PPID) Perurn LKBN Anlaribesefta tugas.

wexrena g dan lalggungja!!ab.
2. Klasifikasi penyediaan lnlonnasi Pubiik Perurn L-KBN Anlara sebagai sarara mernperoleh

lnformasi Publik.
3. l!{ekanlsre pelayanan lnl'ormasi Publik.
4. Penguiun ntas konsekuensi intbmasi dengan klasifikasi terlentu.
5. Ivlaklumar pela),anan tnfonnasi Publik.
6. Penanganan keberatan dan penyelesaian Sengketa Infbrnrasi Publik.
7. Kegiatan pelayanan lnionnasi Publik dan Jadwal I'ela],an yang berlaku di lingkungan

Perum LKBN Antara.

C. PEl\GERTtAN

1. Komisi Iafomasi aalalah sebuah lombaga mandjri )ang bertungsi menjalankan Undatrg-
Undang Keterbukaan Infomasi Publik dan peraturar pelatsanaaDnya termasuk
menetapkan petunjuk tcknis sta[tlar la]Bnan InfofiIasi Pubiik dan menyelesaikan Sengketa
Infomasi Publik melalui Mediasi dar ajudikasi nonlitigasi yang untuk pertama kalinF
berkerja mulai tanggal 1 Mei 2010 berkaitan deDgaD akar mulai diberlakukannya Undang-
Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. lnformasi Publik adalah infomasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau
diterima oleh suatu Badan Publik yaig berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraar Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik
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lainnya yang sesuai dengan peraturan penmdang-undangan yang berkaitan denean
Keterbukaan Infonnasi Publik serta infolmasi lain yang be*aitan dengatr kepentingan
publik.

3. Badan Usaha Milik Negara yarg selanjuhya disebut BUMN adalah badan usaha yarg
seluruh atau sebagiar besar modalnya dimiliki oleh negam melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

4- Anak Perusahaan BUMN adalah selanjutnya disebut anak perusahaan adalah perseroan
terbatas yang sebagiatr besar sahamnya dimiliki oleh Bt MN atau perseroan terbat s yang
dikendalikan oleh BUMN.

5. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsurg PPID Pusat dan PPID Unit
Operasi

6. ?ejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi yang selanjumya disebut PPID adalah
pejabat yane bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,
danTatau pelayanan informasi di Badan Publik dan be anggungjawab langsmg kepada
Alasan PPID.

7- Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi Pusat yang selanjutnya diseblrt PPID Pusat
adalal pejabat yang bertaDgguujawab di bidang penyimpanan, petrdokumentasia ,
penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik di Kantor Pusat Porum LKBN Antara,
Jalan Cikini IV No. I l, Jakarta Pusat.

8- Pejabat Peogelola Infomasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggungjawab di
bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaant daDTatau pelayanao Infomasl
Publik di wilayah unit kerjroperusi Perum LKBN Antara.

9. Narasumber Informasi adalah pej abat yallg memberikan data dan informasi terkait kegiatan
operasional atau bisnis di setiap direlitomt Antara.

10. Dafta.Informasi Publik adalah catatan yang bensi keterangan secam sistematis tentang
tnfomasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak telmasuk yang
dikecualikar.

11. Pemohon Infonnasi Publik adalah warga negam dar/atau badan publik darl/atau bada.
huL:um Indonesia yang metrgajukan permohonan Infolmasi Publik sebagaimana diatur
dalam pedomar ini.

12. Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuar
mediator Komisi Informasi.

13. Ajudikasi adalah proses peny€lesaia, Sengketa Informasi Publik antaE pam pihak yang
diputus oleh I(omisi Informasi.

D. REFERENSI

1. Undang-Undaug RI No.8 Tahwr 1997 tentang Dol:umen PerusahaaD
2. Undang-Undang RI No.19 Tahun 2003 tertaog Badan Usaha Milik Negara
3. Undang Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Kete$ukaan Informasi Publik
5. Undang-Undang RI No. 43 Tahun 2009 tentang KcaNipan
6. Surat KeputusaD Direksi Perum LKBN Antam No. PER -005DIR01.ANT /1112024 tenla,]g

StruLlur Organisasi Pejabata PengelolaaD Informasi dan lnfonmsi dan DokTrnentasj
(PPID) Perum LKBN Antam-

7. Perat,Ian Pemerintah Rl No.61 tahun 2010 tentang Pelaksanaatr Uralang-Undang No.l4
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik

8. Peraluran Komisi Infomasi No.l Tahun 2010 tentang Standar Layanan lnfomusi Publik
9. Peratuan Komisi Informasi No.l Tahun 2013 lentang Prosedur Penyelesaian Sengleta

lnfomasi Publik
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10. Pcrahrran Komisi Informasi No.l Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

BAB II
KEBIJA['AN

A, KEBIJAKAN UMUM

1. Pengclolaan layanan nlformasi publik di lingkungan Perum LKBN AnBra bertujualr untuk
mc jamin terseleDggaranya Keterbukaan Informasi PrLbljk (KIP) sesuai peraturan
Undang-Undang No.l4 Tahun 2008 lentang Keterbukaan Inlormasi Publik.

2. Tujuan PenunjLrkan Pejabat Pengelolaan Infomasi dan Dokumentasi (PPID) hi dalanr
rangka memberikan infomasi secara transparan tentang Pcrum LKB\ ANTARA kepada
stakeholder dan publik.

B. KEBIJAI'{N KHUSUS

l. Perctapan kebiiakan pengelolaan layanan Informasi Publik di lingl':ungan Perum LKBN
Antara ditugaskan kepada Pejabat Pcngelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Artara
yang didelegasikan langsung oleh Atasan PPID.

2. Mcmastikan pelaksanaatr kegiatan sehubungan dengan keterbukaan Irformasi Publik, di
aotamnya pemutakhimn Daftar Informasi Publil (DIP), pengklasifikasian Informasi
Publik dan informasi perusahaan.

RAB III
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pengelolaan data dan informasi Perum LKBN AntaE menugaskan Pejabal Pengelola
Infonrasi daD Dokumenlasi (PPID), yang merupakan jabalan e.r-qficn sebagai bagjan dari
struktur PPID organisasi PPID Perum LKBN Anlara.

A. Tugas Tim Pengelola lnformasi dan Dokumenlasi (PPID):

l. Mclakukan Penlrusunan, pengelolaan Inforlrasi dan dokumentasi untuk kepentirgan
Publik

2. Melakukan koordinasi sesama anggota tim dalam melakukdn pengelolaan informasj dan

dokumcntasi
3. Melakukan penyediaon inlbmasi publik melalui pcngulnuman darl/alau permohonan

4. Mclakukan hal hal loin yarg berhubungan dengan dibcnruknya rujuan peraturan ini.

B. Fungsi dan Tanggung J.wab P€jabrl Pengelola Informesi d r Dokumetrtasi (PPID)

L Dirckrur Utama scbagai pembina Tirn PPID

Melakukan pembinaall terhadap pelaksaDaan dan pcngeloaan PPID melalui atasan

PPID,
Menerima lapoEn atas pelaksanaan dan pengelolaan PPID dari Alasan PPID.
Melakukan pemantauan atas pelaksanaan da, p€ngelolaan PPID.
Memberikan amhan/disposisi atas perrDasalahan yang terkajt dengan sengketa

infomasi publik



2. Sekretais Perusahaan sebagai Atasan Pejabat pengelolaar Infomrasi alan Dokumentasi:

MelakukAn supeNisi dan c\aiuasi kerja PPID
Menvelcsaikan masalah terkaii manajcmcn pengelolaan & pcl.tynnan infomasi
publik.
Mcmastikan nranajcmen pengelolaan & pelayanan info nasi publik berjatan sesuai
dengan kelentuan yang berlaku
P<r!1,nb kcb u\Jn Jra: r,elerLjuJn D ,.t5,
Melaporkan kcgiatan pelayanan informasi kepada Direksi dan Konisi Infi,rnasi

l. Manaj€r TJSL dan Komuiikasi Perusahaan scbagai peialggunglawab rugas s.mua
Pcjabal Pengelolaan Infomasi dan Dokumentasi :

Melakukan monitodng atas ketepatan semua informasi yaDg perlu disampaikan
secam tanspam[ melalui microsile PPID
Mengkoordinasikan pengumpulan seluuh informasi publik dari setiap unit keda
Melakukan Koordhasi p€ndataao infomasi publik yang dil:uasai
Metolak permohonan informasi secara teltulis apabila infomasi yang dimintakan
merupakan infomnsi yang dikecualikan
Melakukan uji konselalensi
Memastikan pengajuan kebemtan sesuai prosedur

4. Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi yang tediri dari selumh pejabat setara ceneral
Mamjer, Manajer Hukum dan Adminisfasi serta Sekretaris Reda.l(si bertugas
memberikan aralan dan pertimbangan terkait konten dan dokufientasi perusahaan yang
akan dipublikasikan axau dibuka kepada publik.

5. Manajer Pengembangan Tehologi Informasi sebagai Penanggung jawab lT Microsite
PPID, memiliki tugas memordlol kelancaran kineia mioosite dan membantu
penyelesaian masalah lf,rkair lel,nologi mjcrosire.

6. Pejabat Teknis :

a) Asmen Adm. Seked sebagai Pelaksa.Da Pemberitaan yang dibantu oleh Asisten
Manajer Admidstrasi Seked sebagai Pelaksana Pelayanan Informasi. Adapun tugas
yang metrjadi tatggung jawab adalah melahrkan pembahmuan terkait data dan
infoflnasi rcdaksi dan pro$am pemberitaan, serta monjawab pertaryaan terkail isi
pemberitaatr di antaranews.com dan afltamfoto.com.

b) Asisten Manajer Komunikasi ?erusrh.r sebagai Pengelola IDfomasi Mrcrosrk
PPID, bertuga.s mengatur dan memonitor input atau pembaharuan data dan infolmasi
di semua menu di dalam Mioosite PPID.

c) Manajer Umum, Manajer Perencanaan Strategis dan Manajeme[ Kinerja Perusahaan,

Manajer Keuangan, Asisten Manajer Adminishasi sebagai Pengelola Dokumettasi
dan Arsip, yang bertugas melengkapi semua inlonnasi yang diblrka secara fiansparan
dengan arsip dan dokumentasi yang sesuai dan diperlukar, dengan menginput
largsung ke miclosite atz..r mengkoordinasikarmya dengan Pengelola lnformasi
Microsite PPID.

d) Asisten manajer TJSL dan Kemitman Korporasi sebagai Pelaksana Pelayanan
Infomasi, yang bertugas mengkoordinasikan setiap perlanyaaD dari ekstemal terkait



keberadaan ANTARA sebagai sebuah ko.pomsi kepada divisi te*ait. SelaiD itujuga
bertugas membantu merjawab pertanyaan yang ada.

e) Asisten Manajer Hukum sebagai Petugas PeDgaduan penyelesaian Sengketa yang
bertugas uttuk menatgani jika ieiadi sengketa terkait kegiatan perusahaaq selta is]
konten. Selain itu juga beitugas memberikan pertimbangan dad sisi hukum terkait
ko\ten Microsite PPID.

C, INF'ORMASI PIIBLIK YANG MENJADI KEWENANGAN PPID PUSAT
(MENGACU PASAL 14 Iru NO.t4 TAEIIN 2008)

l. Nama dan tompat kedudukan, maksud dan tujuan serta jeds kegiatan usaha, j argka waktu
pendirian, dan pemodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.

2. Nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan, komisaris

3. Laporan tahumn, lapomn keuangan, neraca laporan laba nrgi, dan laporan tanggung jawab
sosial perusahaan yang telah diaudit.

4. Hasil penilaiaD oleh auditor €lstemal, lembaga pemerirykat kedit datr tembaga
pemeringkat lain]1ya.

5. Sistem dan alokasi dana remunemsi anggota Komisads/Dewan pengawas daD Direksi.
6. Mekalisme penetapaD direksi/dewan pengawas.
7- Kasus hukum yang berdasarkan unda g-undang te6uka sebagai informasi.
8. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaa[ yang baik berdasa*an prinsip- prinsip

traNpamnsi, al:untabilitas, pertanggungiawaban, kemandirian, dan kewajaran.
9- Pengurnuman penerbitan efek yang beBifat utang.
I 0. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan.
1 1 . Pelubahan tahlm fiskal pemsahaan.
12. Kegiatan pe ugasan pemerintah alanlatau kewajiban pelayanar unum atau subsidi.
13. Mekanisme pengadaan barang dan jasa.
14. Informasi lain yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan BUMN.

BAB IV
PENYEDIAAN INT'ORMASI PUBLIK

\,leng.rcu pada Undang-Undang No. I ,t Tahun 2008 tentang Keterbukaa Ir Informasi Publik. Perum
LKBN Antara yaog benugas unluk melakukan peliputon dan penyebarluasan infbrmasi )anJ
ccpat. akurat dan penting keseluruh wilayah NegaH Kcsatua Rcpublik lndoncsia daD duria
inlemasional sesuai dcngan PP,10 tahun 2007iuga scbagai nemiliki kcwajiban ullluk rnemberikan
pclayanan Infoflnasj Publik baik dari Pcmohon Infonnasi Publik naupun dari Badan Puhlik
lannrl,a.
Guna mcnjamin kcamanan dala dan inlolmasi dimaksud, maka Pcrum I-KBN Anlara
mcnycdiakrn data dan informasi sebagai berikui:
l. hlbnnasi Tcrbuka

Il Infinri(i ll.rlrL
Intbrnrasi yang dapat diakses oleh publik meialui media yang discdiakarr Anlera dr \.cbsitc
I')PID perusahaan.

2) hformasi Sena \4era
Inlornasi yang dapat diakses oleh publik melalui media yans discdiaka,r Anlara di webs!lc
I'}PID frerusahaan.

i) lnfonnasi TcNcdia Sctiap Saal

5
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lnfomasi yang dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan sesuai UU No. 14
tahm 2008.

2. lnformasi yang Dikecualikan
Informasi yang bersifat ketat, lerbatas dan rahasia s€suai dcngan undary-undang, keparuran,
dan kep€ntingan umum yang berdasarkan pcngujian renrang konsekuensi.

3- Inforrnasi Berdasarkan Permohonan
Infonuasi selain butir 1 yang hanya dapat diperoleh melalui prosedur permohonan sesuai
peraturan UU No.14 tahun 2008 selama infoflnasi tersebut tidak termasuk Informasi yang
Dikecualikan dan tidak bertentangaD dengan perundang-undangan yang berlaku.

4. lnfonnasi kepada Badan Publik
lnformasi selain butir I dan 2 di atas yang hanya dapa! diakses berdasarkan kesepakatan
tertulis anlara Perum LKBN Anl"ara dengan Badan Publik/organisasiryayasan lanr dan tidak
bertentanga{ dengan perundang-undangan yang berlaku.

A. INFORMASI TERSUKA
Mengacu pada Peraturan Komisi Informasi No.l tahun 2010 tentang Standar Layanan
lnfomasi Publik, lnfomasi Publik yang wajib discdiakan dan diumumkan oleh PPID baik
Kantor Pusat maupun Unit-Unh Opcrasi dikategorikan sebagai beril:ut:
A. InfomasiBerkala

1. Infortrmsi yang Wajib Disediatan dan Diumumkan Secara Berkala
1) Informasi tentang prolil Pcrum LKBN Antara yang mcliputi:

a. Informasi tcntang kcdudukan atau domisili beserta alamat iengkap,
maksud dan tujuan, tugas dan fungsi PPID Perum LKBN Antara-

b. Struktur organisasi, gambaran umum mcngcnai stnrktur pelak$na PPID
Pcrum LKBN Anlara.

c. Pelaksanaan kegialan intemal perusahaan yang juga di tayangkan di
wcbsite resmi perusahaan.

d. Lapomn harta kekayaan Pejabat Negara yang diwajibkan yang telah
dipcriksa, diverifikasi, dan telah dikirin*an oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi ke Perum LKBN Antara

2) Ringkasar informasi lentang prog"r'n da atau kegiatan menyangkut Prrrc
Set'vice Obligatiok (PSO) yang sedang dilakulcn Perum LKBN Antara dan
Unit Opcrasi meliputi:
. Nama Program dan kegiatan;

' PenaDggungiawab, pelaka.na program dan kegiatan besefta alamat kantor
dan nomor lelepoi./email PPID Antara

. Target/capaian program dan kegiatan;

. Jadwal pelaksanaa[ prcgrem den kcgiatar
, Anggaran pro$am dan kegialarl yang meliputi sunber danjumlah;

' Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Perum LKBN Antara dalam ha1

PSO
. Tnformasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dcngan hak-hak

masyarakat scbagai akibal pelaksanaan kegiatan PSO
. Ringkasan informasi tentang kineda dalam Perum LKBN Antara berupa

narasi lenlang realisasi kegiatan PSO yang telah maupun sedang

dr,jalankan besena capaiannya.
l) Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/alau pejabat untuk mengisi

formasi di Perum LKBN Antara-
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B. Informasi yang wajib Diumumkan Secara Serta Merta
Mengacu pada Peratuan Komisi Informasi No. 1 tahuD 2010 Pasal 12 yang mengat!(
bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan suatu informasi yang dapal
mengancam hajat hidup omng banyak dan kctertiban umum, khususnla ayat b,

idormasi yang wajib diumumkan secam serta me(4 yaitu:
L lnfonnasi mengenai pencemamn lingkungan yang terjadi di daeah opcrasi

perusahaan. (coDtoh : pcnccmamD lingkungaD disekilar kantor atau pembuangan

sampahTlimbah yang dari kanlor pusat ataupun kantor biro Antara yang

menyebabkan pencemamn di lingkungan sekitar).
2. hllbflnasi mengenai kcbakaran instalasi vital yang tcrjadi di lingkungau dacmh

opcrasi perusahaan (contoh I kcbakamn gedung kantor Pusat Afltaia ataupun kartor
biro Antara).

l. lnformasi tentang rencana ganggungan terhadap utilitas publik (contoh ren€ana

perbaikan atau pembangunan gedung Anlam ataupun kantor biro Antam ataupun

gangguan te ladap website berila Antara yang tidak dapat diakses oleh publik)
4. lnformasi tentang kegagalan industri (contoh : kesalahan berita yang tidak sesuar

dengan fakta ataupuD menyebabkan ketidaktryamaDfl publik).

4) I nfonnasi tetrtang penednMan calon peserta pclatilan dalam kegiatan pelatihan
LembaSa PendidilGn Antara (LPA)

5) Ringkasan Laporan Keuangan (audjtcd) yang meliputi:
a. Rencana dan laporan realisasi anggaran tahunan;
b. Neraca Keuangan;
c. Lapomn arus kas dan catatan atas lapomn keuangan yang disusun sesuai

dengan standar akuntansi yang berlaku; dao Daftar aset dan invesrasi-
6) Ringkasan laporan akses Informasi publik yang sekurang-kurangnya rediri

atas:

a. tanggal permohonan;
b. nama dan asal Penohonl
c. rnekanismePcrmohonan;
d. jcnis informasi yang dilerima l,emohon;
c- juldah permohonan lnformasi ftrblik yang diterima;
f. wakhr yang diperla*an dalam memefluhi setiap permohonan lolormasi

Publik:
g. ju ah permohonan Inlbrmasi Publik yang dipenuhi baik sebagian atau

seluruhnya dan pennohonan Informasi Publik yang ditdak; daD alasan
penolakan permohonan Infonrasi Publik.

7) Infomasi tentang hak dan tata cara memperolch Informasi Publik, serta tata
cara pengajuan kcbcratan serta proses penyelcsaian Scngketa Informasi Publik
berikut pihak piiak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi (website).

8) Informasi tentang tata oara pengaduan penyalah$rnaan wewenang atau
pelanggaran yang dilakukan baik oleh Perum LKBN Antara maupun pihak
yong mendapatkan izin atau pedanjian keia dari Perum LKBN Antara
(websire PPID Antara)

9) Informasi mengenai pengumuman pengadaan barang dan jasa sesui dengan
peraturan dan ketennEn perusahaan. dimana informasi tcrscbut tercantum di
website PPID Antara.

l0) Pengumuman secara berkala scbagaimana djmaksud pada butir-butir di atas

dilakukan sekunng-kurangnya setiap 6 (enarn) bulan sekali.
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Standar pengumuman infomasi sebagaimana diniaksud pada buti A.2. diaras
sckurang-kuranErya rncliputi:

l. Polcnsi bahaya dalralau bcsaran dampak yang dapat ditnnbulkar
l. Pihak-pihak -vaDg bcrpotelsi terkena dampak baik mnsyankat umuln mauDun

pegarval Pcrrsahaan vang ncncdma izin atau pcrjanjiar ker.ja dad Pcrusrhaan
tcrsetrut.

I Prosedu. dan tempal c\akuasi dimana kcrdaan darurar lc4adi.
,1. ('ara menshindari bahaya dan/arau dampak yang diiimbulkan.
5. Cam nicndapatkan bantuan dari pihak yang berwenang.
6. Pihak-pihak ]ang wajib mengumumkan inf'onnasi yang dapat mengancam hajat

hidup orane banlak dan ketcrriban umum.
7. Iata cala pengumuman infirnnasi apabila keadao darurat teiadj (K3).
8. Upaya-upa_va vang dilakukan oleh Pcrusahaln dan,arau pihak-pihak yang

beNenang dalan menanggrrangi bahaya dan/atau danpak ],ang ditinrbulkan.

C. Irformasi yang Wajib TeNedia Setiap Saat
IDfo.masi yang wajib tersedia setiap saat di PPID Pusar datr PPID Unit Opemsi
sekurang-kuangrya terdiri atas:

1. Infomasi mengenai kegiatan pelaFna[ lnfomasi Publik yang dilaksanakan,
samna, da! prasaGna layanan Irformasi Publik ya.ng dimiliki beserta kondisitya,
sumber alaya ma{usia yang menangani layaDatl Infonnasi Publik bcseta
kualifikasi ya, anggamn layanan Infor!1asi Publik serta laporaD penggutraannE.

2. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan darl/atau dikcluarkatr berikut
dokumen pendukungDya, dan laporan penataan izin yang diberikan.

B. II{FORMASI YANG DIKECUALIKAN
Sesuai dengan Undang-UDdang No. 14 Tahuo 2008 tentang KeterbukaaD Informasi Publik,
Pasal 2 ayal 4 bahw4 Informasi Publik yang dikecualikan adalah informasi yang bersifat
mhasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada
peDgujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suah.r informasi diberikan kepada
masyaxaka! sefta setelah dipertimbangkan dengan seksarna bahwa rnenutup Infoimasi Publik
dapat melindungi kepentiqan yang lebih besar daripada membukanya atau sobaliknya.
1. Perusahaan berhak meDolak memberikan hfolmasi yang Dikecualikan sesuai dengatr

ketentuan perundang-mdaogan (pengecualian substansial). lDformasi yarg Dikecualikan
secara substansial adalah:
a. Dikecualikan karcna merupakan infomasi yang dapat membahayakan Negara

(misalnya: Strategi pemenuhan ketahanan energi, ponyimpaDan tlan penggunaan stok
nasional, surnber claya energi nasional, cadangar energi yang dimiliki Nega.a, dan
informasi sejenis lainnya).

b. Dikecualikan karena berkaitan dengan pedindungan hak atas kekayaaD htelektual
dar perlindungan dari persaingal usaha tidak sehat (misaln]la: infomasi rencana
pengembangan usaha, strategi pemasamn, infomasi mengenai stok, infonnasi
mengenai biaya pokok produksi, informasi mengenai harga produk sebelun
dipublikasikan, dan infomasi sejenis lailtrtya).

c. D;kecualikan karena dapat merugikan mengganggu stabilitas keamanan negara :

1. Informasi atauplm berita yang tidak sesuai dengar fakta
2. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau prcperti Perusahnao

(investasi)
3. Rencana awal investasi pe$uahaan yang beke{asama dengra]l lembaga /

institusi lainnya.
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d. Dikecualikan karena berkaitan dengan hak-hak pribadi :

1. Al<ta otentik dan wasiat pribadi, baik Dewan Pengawas, Diroksi maupun peked a
Perun LKBN AfiaIa

2. Infonnasi pribadi baik Dewal Pengawas, Direksi maupun pekerja perum LKBN
Antara borupa :

a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
b. Riwayal kondisi dan pemwaran, pengobaran kesehatan fisik, darl psikis;
c. Kondisi Keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bar !
d. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabiiiias, intelekualitas. dan

rekomendasi kemampuan seseorang;
o. Catatan pribadi yang be*aitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal

dan satuan pendidikar nonformal;
f. lnfomasi pdbadi dan dokumen kependudukan yarg berisi nomor KIq NIK

(nomor KTP), targgal,buladtahun lahir, NIK Ibu kandung, NIK ayah, dan
bebenpa isi catatan peristiwa penting.

g. Infomasi dik€cualikan karcna borkaitan dengan mhasia jabatan (misalnya:
arahan dari atasan, anggamn, dan info.masi sejenis lainnya).

e. Dikecualikan karcna Infomasi Publik yang diminta belum alikuasai atau
didokumetrtasikan.

f. Dalam pengecualian substansial ini terdapat dua sifat yaitu:
a. PeDgecualian yang bersifat mu{ak tidak dapat diuji dergaD kepentingan publik

(uji konsekuersi bahaya dan uji kepentingan publik).
b. Peng€cualian dengan kualifikasi yang terdid dari duajenis:

i. Praduga: untuk melindungi tedadi[ya suahr hal yang mendasari alasan
mengapa infomasi tersebut di.ahasiakan. Untuk hal ini perlu dilakukao uji
konsekuensi bahaya alan uji kepentingan publik

2. Kelas/kategori: untuk melindungi kemhasiaan yang masuk alalam kelompok
infomasi tersebut. Untut hal i.i perlu dilakukan uji kepentingan publik.

c. lnfomasi Publik yang dikecualikan dengan kualifrkasi harus memenuhi syarat
sebagai berikui:
1. Untuk melindungi suatu kepentingan publik tetentu yang dinyatakan oleh

undang-undang, baik berupa pemyataan yang dapat dikategorikar asas
praduga maupun berdasarkan kategori,lkelas.

2. Dilakukan sepa.nja.ng kepentingan publil( yang lebih luas (dari pada tujuan
atau kepentilgaD membuka infomasi te$ebut) rnasih dapat terliodmgi.

2. Perusahaan berhak menolak memberikan informasi yang tidak boleh diungkapkan
berdasarkan undang-undaDg yang memiliki tujuaD utrhrk melhdungi satu/lebih
kerahasiaan mendasar )€ng diatur oleh Undang- Undang No. 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaao lnfolmasi Publik (lerahasiaan derivatif). Untut informasi jenis ini uji
konsekuensi bahaya dan uji kepentinga[ publil bersifat tenlatif.

3. Perusahaan berhak metolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan
ketentuan pemtrran perundang-undangan (dari sisi cam mengaksesnya maupun
materialitasnya).

4. Klasifikasi atas Infomnsi yaDg Dikecualikan, dilakukar melalui pengujian konsekuensi
bersama Narasumber Informasi terkait dengan seksama dan penui ketelitian. Kegiatan
ini dilakukan oleh PPID Pusat yang kemudian menetapkan Surat Keputusan/Penetapan
uji konseluensi. Tahapan dan prosedur penetapan klasifikasi Infomasi yang
Dikecualikan tersebut akan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
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C. INI.'ORMASI BERDASARXAN PERMOHONAN
Pemohon Informasi Publik dapat mengajulan permohonan informasi selain informasi
berkala, informasi serla merta, dan informasi lersedia sctiap saat. Pemoholl lDlormasi Publik
dapat mempcloleh akses i fonnasi tersebul scpanjang bukan mcrupakan Inlbff1asr yang

Dikecualikan dan lidak bertcntarBan dengan perundang-undangan yang bedaku. Proscdul
permohonan informasi ini diatut lebih lanjut pada Bab V.B.

D. INFORMASI Kf,PADA BADAN PUBLIK
Dalam hal layanan informasi kepada Badan Publik lelap mengacu kepada kelentuan peratumn
perundang-undangan yang berlaku dan pedoman ini. Informasi yang disampaikan kepada

Bsdan Publik merupakan infoffBsi y&ng bersifat keiat dan terbatas. Koputusan unftk
memberikan data dan informasi dalam rangka pembinaan hubungan dan pemenuhan

kewajiban sebagai badan usaha dapat dilakukao deogan ketentuan sebagai berikut:
L Adanya persetujuan tertulis dari Dircksi terkait atau PPID atas permohonan idormasi

yang diajukan oleh Badan Publik terkait.
2. Badan Publik Pemohon Informasi berkewajiban dan berranggung jawab mtuk mctrjaga

kerahasiaan infomasi agar tidak terjadi penyalahgu)aan informasi diluar maksud dan

tujuan pennohonan informasi tcrscbul.

3. Pirmobonan informasi dari Badan Publik wajib disertai surat kedinasan resmi dari Badan

Publik tcrkait.
4. Pemohonan infonnasi atas dokumen Perlrsahaan hanya dapal dilakukafl sepanjarlg

memcnuhi ketentuan peraturan perundang u1dangan yang berlaku.

5. Dalam hal permohonan informasi yang bemsal dari aparat pcncgak hukum. diEktorat

terkail wajib rnclakukan konsultasi dan koordinasj scrla mcmperoleh persetujuan dari

fungsi yarrg menanganibidang hukum sebelum dircktorat terkait memberikan informasi'

Pe;be;ian informasi kcpada aparat penegak hukum diinlbrmasikan kepada PPID setelah

informasidiserahkan.
6. Dalam hal pennohonan informasi yong berasal dad lembaga audit negara,direktorat

terkait waj ib melakukan konsultasi dan koordinasi dengan fungsi yang menangani bidang

pengawasan intemal scb€lum direktorat terkait memberikan informasi Pemberian

infoirnasi kepada lembaga audit negara diinformasikan kepada PPID setelah pelaksanaan

alLdit sclesai dilaklkan.
7. Mekanisme pemberiatr data dan informasi akan diatur lebih lanjut m€lalui kesepakatan

beEama antar direkomt secam tertulis

8. Permohonan infonnasi yang bersifat rutin dar/atau be*ala perlu diatur lebih lanjul

melalui kesepakatan tertulis bersama dengnn Badan Publik terkait'

E NARASUMBfR INFORMASI
Cuna kepentiDgan peDgelolaa[ iDformasi dan dokumentasi scbagaimaDa yang dianunatkan

dalam perundang-undaogan Keterbukaan hformasi I\rblik. maka s€tiap fungsi diwalibkan

unruk memberikin informasi dan dol-umentasi aPabila dibutuhkan kepadaFurysi PlannLls &

Gotelnant:e ag r dapat likclola sckaligus diklasifikasikan jenis lnlonlrasi dan dokumentasi
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BAB V
STANDAR LAYANAN INFOIT}IASI PURLIK Pf,RtJM LEMBAGA KAN'I'OR BERITA

NASIONAI, ANTARA

Bedasarkan Pemturan Komisi Informasi No. I tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi
Publik, setiap orang bcrhak memperoleh Informasi Publik dcngan cara melihat dan mengctahui
informasi seia mendapatkan salinan Inlonnasi Publik. Kewajiban PPID Pusat dan PPID Unir
Operasi dalam memenuhi hak tercebut yairu melaluil
1- Pengumuman Informasi Publik; dan
2. Penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan.

A. PENCUMUMAN INFOR"I\4ASI PUBLIK
l. Pengumuman Informasi Publik dilakukan bagi inlormasi yang wajib disediakar dan

diumurnkan secam berkala, yaitu sekurang-kurangnya melalui:
I ) Situs resmi ppid.antarancws.com yang dikelola tim PPID Antara Pusat;
2) Website koryorat dongan alanat korporat.antaranews.com yang dikclola oleh tirn

Komunikasi Perusahaan.

l) Pcngumuman informasi sebagaimana dimaksud butir l.a. dan l.b- di atas, dilakukan
dengan cara yang mudah urtuk diakscs dan dipahami oleh publjk.

2. Pengunuman Infomasi Publik dilakukan alas infonnasi yang waiib disediakan dan
dilmumtan sccara serta me(a melalui press release darl situs rcsmi ppid.antara-co.id.

B. PENYEDI,{AN INFORMASI BERDAS.ARKAN PERMOEONAN
Inloflnasi Publik Antara dapat diakses oleh publik melalui prosedur pemohonan Infomasi
Pubuk dengan kctcntuan sebagai berikut:
1. Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara totulis alau tidak tcnulis.
2- Dalam hal pcrmohonan dilakukan secara tertulis Pemohon dapat mengajukan

permohonan melalui e-PPID (online), e-mail, darr surat.
3. Dalam halpcmohonan dilakukan secara tidak tertulis Pemohon dapat mengajukan

permohonan rnelalui telepon atau datang langsung ke Ruang LIPP.
4. Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut:

l) ldentitas Pemohon yang sah, yaitu:
a. Fotokopi/Saliran Kartu Tanda Penduduk, Paspor', atau identitas lain yang sah yang

dapat membuktikan pemohon adalah warga negara Indonesia;
b. Fotokopi/Salinao anggaran dasar beserta anggamn nrmah tangga AD/ART yang

telah disahkan oleh Meuteri Hukum dan Hak Asasi Malusia dan tclah tercatat di
Berita Negara Rcpublik Indonesia dalam hal Pcmohon adalah Badan Hukum;

c. Surat kuasa dan lotokopi Kartu Tanda Petduduk pemberi k1rasa dalam hal

Pemohon mewakili kelompok orang.

2) Fomulir pemohonan jnformasi

3) Surat peflnohorran informasi yang ditandatangani Pemohoo lnformasi atau Pimlinan
Badan Hukum Pemohon Informasi Publik apabila Pemohon merupakan Badan llukum.

5. PPID mcmproses pemohonan informasi sebagai berikut:
a. Permohonan Informasi Publik dicatatkan dalam register permohonan.

b. l anda bukti permohorra irlbmasi berupa forDlulir permohonan informasj yang telah

dibedkan nomor pendaftamn diserahkan kepada Pemohon Infomasi apabila syarat

permohonan informasi telah dipenuhi.
c. Dalam hal pennoho ln informasi dilakukan melalui surat/faksimili/cara lain yang

tidak memungkinlan unhrk PPID memberikan nomor pendaf&ran secara langsung,

nomor pendaftdran diberikan bersamaan dengan pengiriman Infbrmasi Publik
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d. Pemohon menerima pembcritahuar tertulis dan langgapan dari PPID paling lambat 10

(sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi yang dapat diperyanjang
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bcrikutnya dengau pemberitahuan tetiulis beserta
alasannla kcpada Pemohon-

e. Pcrmohonan infonnasi diterima (scluruhnya maupuD sebagiaD), mak0 informasi akan
di sampaikan kepada Pemohon.

fl Untuk inlormasi sebrgian, maka bogian informasi yang tidak bisa disarnpaikan kepada
publik akan dihitamkan dengao disertai alasan dan materirya.

g- Dalam hal P€mohon bermaksud rmtuk meliha/ membaca/ mendengarkar/ mcncalat
secara langsung lnfonHsi Publik, PPID memberikan akses lanpa pendokumenlasian
garrbar dan/atau suara kepada Pemohon Informasi di tempal yang disediakan sesuai
jam hyanan (pukul 09.00 s/d 17.00 WIB).

h. Dalam hal Pemohon bemakslLd untuk meminta salinan (Iardcopy/softcopy). biaya
penyalinan dan/atau biaya pengirimaD yang timbul dari permohonan Informasi Publik
ditanggrmg oleh Pemohon Informasi. Slandar bia)'a perolehan salinatr lnformasi
Publik akan diatur sesuai ketenoan yaog berlaku.

i. Pemlohonan infomasi ditolak, naka ada pemberitalNan tetulis kepada Pemohorl
bcscrla alasannya.

6- Penycdiaan dan pemberian layanan Infomasi Publik yang diajr*an & dan dikirin*an
melalui emai tidak dipungut biaya. Pcnyediaan informasi publik mcmbutubkatr informasi
dala$ bentuk fisik (fotocopy atau arsip fisik) dikenakan biaya penSSadaan sebesar Rp

500 (lima ratus rupiah) perlembar dokumen daD ditanggung oleh pernohon informasi.

C. SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PIJBLIX
Dalam memberikan layanan Informasi Publik, Perum LKBN Antam, menetapkan standat

samna dan prasamna layanan Informasi Publik, baik perihal ruang maupun perangkat. Standar

terjebut akan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
NIAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBI,I K

Dalrm rangka memberikan Iayamn hfonnasi Publik yatrg sesuai dengan ketentuan peraturan

pcrutrdaDg-undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik, maka Perum LKBN AntarB

berkomitmen untuk:
A. Memberikan pelayanan infomasi yang tcpat, cepat dan tcpat wal1u.

B. Memberikan kemudahan clalam mcndapatkan lnfomasi publik mengcnai media maupun

Perum LKBN Antara sebagai s€buah perusahaan B(rMN yang diperlukan dcngan biaya yang

relati f murah.
C. Menyediakan dan memberikan Informasi Publik yang akurat, faktual, dan tid'k

menyesatkan.
D. Menyediakan Daftar Informasi Publik mengenai Perum LKBN Antara untuk informasiyang

wajib discdiakan dan diumumkan.
E- Menjamin penggunaan selumh Informasi Publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan

ketentuan dan tata tertib yang berlaku.
F. Morcspon dongan ccpat permohonan irlfotrnasi dan kebemtan atas Informasi Publik yang

disampaikan baik langsung maupun mclslui media.

G. Menyiapkan p€tugas informasi yang berdedikasi siap melayani.

l-1. Melakukan pengawasan intemal dan evaluasi kinerja pelaksana
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BAB I'II
PENCELOLAAN KEBERATAN DAII PENYELESAIAN SENGKETA

Pengchlaan keberahn diatur dcngan ketentuan sebagai bcrikut:

A. PENGAJUAN KtrBERATAN

Bagi Pemohon Informasi Publik, diatur ketentuan sebagai berikut:
1) Bahwa Pemohon Informasi publik berhak mengajukan keberatan daian hal

ditemukannya alasan sebagai berikut:
a. Penolakan atas permohonan lnformasi Publikt
b. Tidak disediakannya informasi berkalat
c. Tidak dilanggapinya pemhonan lnformasi Publik:
d. Permohonan lnformasi publik ditanggapi lidak sebagaimana yang dimirta;
e. Tidak dipenuhinya pemohonan lnformasi Publik;
f PengenaaD biaya yang tidak wajn;
g. Penyampaian lnfomasi Publik yang melebihi waktu yang diatur sesuai Pelaturan

Komisi Informasi No. I tahun 2010-
2) Pcngajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada butir La. di atas dituiukan kepada

Atasan PPID (Corpomte Scoretary) melalui PPID.
3) Pcngajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada butir l.a. di atas dapat dikuasakar

kepadapihak lain yang cakap di hadapan hukurn.

2. Bagi Badan Publik
Bagi Badan Publik dapat mengajukanjuga melalu kanal PPID Antara dengan melakukan
registcr terlebih dahulu serta mclengkapi infbrmasi keberatan yang diajukan atau dapat
mengiriml(an langsung ke pusat pelayanan PPID Antara yang ditujukan kepada:

PPID hsat, cq- Corpomte Secretary Antara Heritage Center
Jl. Antara kav- 5l - 6, Pas6r Baru. Jakarta Pusat 10710
Telp: +62213842591 (ANTARA Heritage Center)
E-mail : pd4!i4a$sl&!g

B. REGIS'IRASIKEBERATAN
Dalam hal pengajuan keberatan diatur sebagai berikut :

l. Pengajuatr k€bemtan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
keia sctelah dilcmukannya alasan pellgajuan keberatan, dengan cara mengisi formulir
kebcrutan yang disediakan.

2. Pengajuan kebcrataD dapal di ajukan melalui laman ppid.antarancws.id dengan cara

mendaftarka atau mercgisterasi didrlernbaga delrgan mengisi fo1m rcgistrasi dan

melakr.rkan login kedalam system untuk meDgisi folm pengajuan keberatan.

3. PPID agar mcmbe kan salinan foflnulir keberatan sebagaimana dimaksud kcpada

Pemohon Infonnasi Publik yang mengajukan kebcratan atau kuasanya scbagai tanda

lerima frcngajuan kebcratan-
4. Fomat lormulir kcbcratan sebagaimana dimaksud, berlaku pula untuk pengajurn

keber4tan me lalui alat [omunikasi elektronik.
5. PPID Pusat akan mencatat pcngqiuan keberatan dalam buku register kebelatan.
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C. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN
Pengarumn Tangggapan atas Kebcrntan scsuai ketcntuan scbagai bcdkut:
1. Tanggapan alas kebcratan dari pemohon jnlormasi publik diajukal melalui fonn

keberatar dalam laman ppid.antarancws.id, ditcrima oleh tim pclaksana pclayaoan pplD
untuk selanjutnya disampaikm kepada PPID cq. Manajcr TJSL dan Komunikasi
Pcrusahaan untuk disonir dan dilaporkan kepada Atasan ppID sel1a selanjutnya
disampaikan kcpada sumber informasisesuai dengan tujuan dari suat pengajuan.

2. AtasanPPlD agar memberikan ranggapan dalambentuk tertulisyang disampaikan kepada
Pemohoo Informasi Publik yang mengajukan kebcratan atau pihak yang menerima kuasa
selambat-tambatnva 30 (tiga puluh) hari keia sejak dicala$ya pengaiuan keberatan
tersebut dalam buk_u register keberaran-

3. Jawaban tertuli! sebagaimana dimaksud pada butir I sekurang-kurangnya mernuat :

I ) Targgal pembuatan sumt tanggapan atas keberaran
2) Nomor surat tanggapan atas keberaran
3) Tanggapan/jawaban lertulis Atasan PPID atas keberataD ya,rg diajlrkanl dan
4) Sesuai dengan perintah atasan PPID kepada lim PPID untuk membcrikan sebagian

atau seluruh inlbrmasi yang diminta dalam hal kcberatan diterima.

Jika Pemohon Informasi Publik tidak puas dengan tanggapatr atasan PPID, maka Pernohon
Infonnasi dapat mengajukan pemohonan penyelcsaian Scngketa Inlonnasi PlLblik kcpada
Komisi Informasi sesuai kctcntuan yaug beriaku.

D. PENYELI,SAIAN SENGKETA
Penyelcsaian Serlgketa diatur sesuai Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Inlormasi Publik, yaitu sebagai berikxt:
l. Upaya penyeiesaian Sengketa Informasi Publik diaiukan kcpada Komisi Informasi

apabila langgapan Atasan PPID dalam proses kebcmtan tidak memuaskan Pemohon
lnformasi Publik.

2. Upaya penyelesaian Seflgketa lnfomasi Publik diajukan dalam waktu paling lamba1 l4
(empat belas) hari keda setelah diterimanya tanggapan tertulis dariAtasan PPID.

3. Komisi Informas; harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik
melaluj Mediasi daD/alau Ajudikasi nonlitigasi paling lambal 14 (empal belas) hari keiia
selelah menerina permohonan penyelesaiall Sengketa Inlbmrasi Publik sesuai atur"n
yang berlaku.

4. Proses penyelesaian S€ngketa Informasi Publik paling lambat dapat diselesaikan dalanr
waktu 100 (scratus) hari kerja.

BAB vItr
LAPORAN DAN EVALUASI

A. LAPOR-A.N
Berdasarkan Pcraturan Komisi Informasi bahwa Badan Publik bcrkewajibafl mcmbuat dafl
mengumumkan laporan layanan Informasi Publik dengan kctcntuan sebagai bcrikut:
l. PPID Pusat dan PPID Unil Operasi agar membuat dan mengumumkan Lapolan Tahunan

layanan lnfomasi Publikpaling ]ambat 3 (liga) bulan setclah tahun pelaksanaan anggaran

berakhir.
2. Laporan Tahunan layanan lnformasi Publik unit operasi disampaikan kepada PPID Pusa!

untuk dikonsolidasikan mcnjadi Laporan Tahunan layanan lnformasi Publik Perum

LKBN Antara yang kemudian disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat.

3. Laporan sekurang-kurangnyamemuat:
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I ) Gambatan umum kebijakan pelayanan Ilformasi Publik Perum LKBN Aurara.
2) Gambaran umum pelaksanaar pclayanan [formasi Publjk. antam lain i

a. Sarana dan prasanna pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta
kondisinya;

b. Sumber Da-va Manusia yang menangani pclayanan loformasi Publik bcserta
kualifikasinya;

c- Anggata pelaysnan informasi serta laporan perggunArnnya.
3) Rincian pelayanan Informasi Publik baik di pusat maupun unil operasi, meliputi:

a. tanggal permohonan;
b. narna dan asal Pemohon:
c. mekanismepermohonan;
d. jenis infomasi )ang direnma Pemunon.
e. jumlah dan urutan p€rmohonan Informasi Publik yang diterima;
f. waktu yary diperlukan dalam memenuhi setiap pcrrnohonan lnfonnasi Publik

dengan klasifi kasi tertentu;
g. ju ah pemohonan Infomasi Publik yang dipcnuhi baik sebagian alau sehuuhnya;

alan

h. jumlah permohonan tDformasi Publk yang ditolak bcserta alasaDnya.
4) Rincian penyelesaian Scrgketa Infomrasi Publik, meliputi:

a. junlah kebcmtan yang diterima;
b. tanggapar atas kcberatan yang diberikan dan pelaksanaatrnya olch PPID Pusat

maupun PPID Unit Operasi;
c. hasil Mcdiasi darl/alau keputusan Ajudikasi Komisi Informasi yang berwcnang darl

peiaksanaannya oleh PPID Pusat dan PPID Unit Operasi;
d. jumlah permohonan penyelcsaian Sengkcta lfiformasi Publik ke Komisi Informasi

yang bcrwenang;
e. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan hasil putusan pengadilan dan

pelaksaDaannya oleh PPID Pusat dan PPID Unit Operasi,

5) Kendala eksternal daa intemat dalam pelalsanaan layanan Informasi Publik.
6) Rekomendasi dan rencana tindak laniut unhrl meningkatkan kualitas pelayanan

lnforDasi Publik.
4. PPID Antara Pusat membual Laporan Tahunan layanan Informasi Publik dalam bentuk:

l) Ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan lnfomasi Publik.
2) Laporan lengkap ),ang merupakan gambaran uotuk pelaksanaan layanan Informasi

Publik.

B. EVALUASI
PPID Pusat melakukan evaluasi atas pelayanan Informasi Publik dan melakukan
petrgembangan serta peningkatan itrovasi untuk peflingkatan pelayanan informasi kepada

publik.

BAB Ix
SANKSI DAN KETENTUAN LAIN

A. SANKSI
Pelanggaran pada pelaksanaan keientuafl dalam Pedoman ini akan dikenakan sanksi sesuai

kelentuan Perusahaan yang berlaku.
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B. KETENTUAN LAIN
1. Jika suatu kctcf,tuan dalam pedoman ini beficntangan dcngan keteDtuan dalam suatu

pcdornan lain yang 1elah dibcrlakukan sebelum dikcllrarkannya pedomar iri, maka
ketentuan dalam pedoman irilah yang berlahr.

2. Jika suaru ketcntuan dalam pcdoman ini bertentangan dcngan ketentuan lain yang
diberlakukan setelah dikeluarkannya pedoman ini, maka ketentuan hal yang lebih
khususlah yang bcrlaku.

3. Jika suatu ketentuan dalam pedoman ini memertukan pengaturan yang lcbih dnci, maka
akan diatur dalam Tata Ke{a Oryanisasi dan/atau Tata Kerja lndividu yang tetap mengacu
pada ketentuan pedomar ini.

4. Dalam hal terjadi perubahan organisasi yang mengakibatkan salah satunya berubahnya
nama jabatan, maka tugas dan tangglLng jawab atas jabatan- jabatan yang ada dalam
pcdomdn id mengikuti jabatan sesuai organisasi baru.


